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ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan
teknologi dunia, pergeseran dari dunia pasar tradisional
berkembang ke pasar digital lewat media internet tidak
bisa dihindari oleh masyarakat digital saat ini. Hal ini bisa
dilihat dari pengiman barang yang sebelumnya sering
dilakukan oleh pabrik-pabrik industri maupun produksi
kini mulai ramai dengan pengiriman barang Yyang
menggunakan jasa pengiriman barang dari perusahaan
ekdpedisi-ekspedisi yang tersebar di seluruh Indonesia.
JNT adalah salah satu dari sekian ekspedisi yang ada di
Indonesia. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang
memilih JNT sebagai jasa pengiman barang ke seluruh
kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan bayaknya
masyarakat yang melakukan belanja online, atau karena
kebutuhan yang lainnya. Selain itu JNT merupakan salah
satu ekspedisi yang dapat dipercaya untuk keamanan
barang yang dikirimkan. Akan tetapi, maskipun terbilang
dapat dipercaya seringkali terjadi kasus yang menjadi
keluhan konsumen seperti barang tidak sampai, barang
rusak, atau kasus lainnya yang merugikan konsemen.

Dalam penelitian ini  penulis menggunakan
penelitian yang tergolong dalam jenis penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan
hukum dikaitkan dengan perundang-undangan Yyang
berlaku. Tentunya pendekatan perundang-undangan cocok
untuk di jadikan pendekatan. Pendekatan perundang
undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan
permasalahan (isu hukum) vyang sedang dihadapi.
mengkaji  Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
berbagai buku yang terkait pengiriman barang, selain itu
dilakukan wawancara untuk mengetahui perlindungan
terhadap perlindungan  konsumen pengguna jasa
pengiriman barang atas hilangnya barang kiriman.



Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini;
pertama, secara Undang-Undang pihak JNT dalam
memberikan perlindungan konsumen atas barang rusak
atau hilang, yang mengakibatkan kerugian atas konsumen
belum memenuhi peraturan perundang-undangan yang
sudah tertera dalam UUPK. Dimana upaya yang dilakukan
JNT hanya menguntungkan pihak JNT atau pelaku usaha
saja.Walaupun sebenarnya, pihak JNT telah memiliki
i’tikad baik untuk menngganti kerugian, tetapi ganti rugi
yang diberikan hanya berpedoman dangan ketentuan-
ketentuan yang di keluarkan oleh pihak JNT sendiri,
dimana ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak JNT
bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) tentang
perlindungan konsumen (UUPK); kedua, hukum ekonomi
Islam dengan tegas mengatur perlindungan konsumen
sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadist. Islam
mengajarkan agar umat manusia tidak melakukan
perbuatan yang merugikan orang lain, terutama dalam
perniagaan dan pemakaian barang atau jasa.

Kata kunci: Pengangkutan barang, Perlindungan
konsumen
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MOTTO

“Sekeras apapun sebuah batu, pasti akan
berlubang jika terus menerus ditetesi air”

“Aset paling berhaga adalah diri sendiri”
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf ;
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak tidak
dilambangkan dilambangkan
5 Ba' B Be
& Ta" T Te
S Sa S es (dengan
titik di atas)
z Jim J Je
z H&" h ha (dengan
titik di
bawah)
z Kha' Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 zal Z zet (dengan
titik di atas)
D) R i Er
B) Zai Z Zet
h Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
o= Sad § es (dengan
titik di
bawah)




Huruf

Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
o= Déad d de (dengan
titik di
bawah)
L A" ( te ( dengan
titik di
bawah)
L za' 1 zet ( dengan
titik di
bawah)
¢ ,,ain y koma
terbalik di
atas
¢ Gain G Ge
s fa' F Ef
é Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L el
a Mim M ,,em
T Nan N ,,en
s Waw W W
a
h&" H Ha
e Hamz Apostrof
ah
& ya' Y Ya




B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis

rangkap
34 Yo Ditulis Mutaaddidah
Ba'g Ditulis ‘iddah

C.Ta‘'Marbatah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis h

A Ditulis Jamaah

Al Ditulis Jizyah

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti
zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta
bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

RLIENTS Ditulis Karamah al-auliya

3.Bila ta’ marbiutah hidup atau dengan
harakat, fathah, kasrah, dan dammabh ditulis

tatau h

b)) 8 Ditulis Zakah al-firi

D.Vokal pendek

Ditulis A

Ditulis |

Xi



= \ Ditulis \ U
E.Vokal panjang
Fathah + alif ditulis A
e ditulis jahiliyah
Fathah + ya' ditulis A
mati ditulis tansa
o _
Fathah + ya’ ditulis I
mati ditulis karim
0N
Dammah + ditulis U
wawu mati ditulis furiid
RN
F.Vokal rangkap
Fathah + ya* mati ditulis Ai
ST
ditulis bainakum
Fathah + wawu Ditulis Au
mati
JA Ditulis gaul
G. Vokal pendek yang
berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan apostrof
R Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
RS A Ditulis La’in
syakartum
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H. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah

sl A Ditulis Al-Qur’an

] Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah  ditulis
dengan menggunakan hurus
Syamsiyah yang mengikutinya, serta
menghilangkan huruf | (el) nya

s gad) Ditulis As - Sama’

ua gl Ditulis asy- Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

35 Al 5 Ditulis  [Zawi al-furid

By Jo) Ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika dilihat dari letak geografis, Indonesia
merupakan negara kepulauan, sehingga peranan
pengangkutan sangat penting. Dengan keadaan
Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau,
memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui
darat, laut dan udara agar menjangkau seluruh
wilayah  Indonesia.  Adanya pengangkutan
merupakan salah satu sarana yang cukup penting
dalam  menunjang  pembangunan  ekonomi,
demikian juga halnya dengan pengangkutan yang
dilakukan di darat.

Pengangkutan atau biasa juga disebut
dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan
yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal
balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana
pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu



dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan
diri untuk membayar uang angkutan.

Pengangkutan barang merupakan rangkaian
kegiatan (peristiwa) pemindahan barang atau
penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat
tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran
barang muatan.? Adapun peristiva hukum
pengangkutan meliputi tiga pokok kajian, yaitu
meliputi:

1.  Serangkaian perbuatan hukum mengenai
cara terjadi perjanjian pengangkutan.

2.  Saat terjadinya perjanjian pengangkutan.

3. Pembuktian dengan dokumen
pengangkutan.® Peristiwa penyelenggaraan
pengangkutan barang terjadi karena adanya
perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313
KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang
mengikatkan dirinya antara satu orang atau
lebih terhadap satu orang lain atau lebih.
Terjadinya perjanjian pengangkutan

didahului  oleh serangkaian perbuatan

! Setiawan Widagdo, Kamus Hukum. (Jakarta: Prestasi
Pustaka,2012), him. 413.

2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan.
(Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998), him. 34.

% Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di
Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika ,2003.), him. 35.



penawaran  (ofter) dan  penerimaan
(acceptance) yang  dilakukan  oleh
pengangkut dan pengirim secara timbal
balik. Serangkaian perbuatan tersebut
dilakukan atas “persetujuan” bersama
antara pengangkut dan pengirim. Perjanjian
pengangkutan merupakan persetujuan di
mana pengangkutan penumpang atau
barang dari suatu tempat ke tempat tujuan
tertentu dengan selamat dan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar biaya
angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu
diadakan secara lisan tetapi didukung oleh
dokumen pengangkutan yang membuktikan
bahwa perjanjian sudah terjadi.*

Salah satu perjanjian pengangkutan barang
dapat dilakukan dengan jasa pengiriman barang
oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa
pengiriman barang baik perusahaan negeri maupun
perusahaan swasta seperti PT. Global jet express
(JNT) yang bergerak di bidang jasa pengiriman
barang. Perjanjian antara perusahaan pengiriman
barang dengan pihak konsumen di sini termasuk

perjanjian melakukan jasa. Perjanjian melakukan

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan.
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), him 36



jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak
menghendak dari pihak lawannya dilakukan suatu
pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, di mana ia
bersedia membayar upah, untuk apa yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama
sekali terserah kepada pihak lawan itu.’

JNT merupakan perusahaan jasa kurir yang
berdiri sejak tahun 2015, meskipun tergolong baru
JNT berusaha mewujudkan bidang spesialisasi
dalam bentuk badan usaha yang diharapkan dapat
menjawab tantangan perkembangan dunia usaha
yaitu dalam bidang logistik dan distribusi serta
agen cargo.’

Mengingat JNT bergerak dalam bidang
jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan
adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka
menggunakan jasa pengiriman barang akan sampai
dengan selamat di tempat tujuan dengan tepat
waktu. Hal tersebut berhubungan erat dengan
tanggung jawab JNT dalam memberikan pelayanan
jasa berupa pengiriman barang.

JNT melalui jajarannya melaksanakan

kewajibannya untuk mengantarkan  barang,

® R. Subekti, Aneka Perjanjian, ctk. Ke-10, (Bandung: Citra
Aditya, 1985), him 57.

® Profil dan Riwayat JNThttp:/riwayat/int&oq/, akses 09
november 2019



http://riwayat/jnt&oq/

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat melalui perjanjian yang
dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak
pengguna jasa. Biasanya perusahaan pengiriman
barang menawarkan Dbeberapa jenis  paket
pengiriman barang yang ada pada perusahaan jasa
tersebut. Tarif tersebut didasarkan pada lamanya
paket barang yang akan kita kirimkan misalnya
paket satu hari sampai atau paket regular dengan
jangka waktu pengiriman 2-7 hari. Namun, di balik
kemudahan dalam mengirim barang menggunakan
jasa pengiriman barang seperti JNT, sering Kali
terjadi masalah yang timbul yang menjadi kendala
dalam perusahaan jasa pengiriman barang. Salah
satunya yaitu hilangnya barang atau paket kiriman,
dimana barang itu mempunyai arti penting yang
mengakibatkan  kerugian terhadap konsumen.
Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang
diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh
pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang
timbul sengketa. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, tidak
selamanya berjalan secara lancar. Ada kalanya
pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan isi dari
perjanjian atau wanprestasi baik yang dilakukan

secara sengaja dan/atau kelalaian maupun karena



keadaan memaksa dari pengangkut. Padahal,
kewajiban dari pengangkut tersebut adalah
bertanggungjawab atas  keselamatan  barang
Kiriman ~ sampai  tujuan  penerima, Yyang
mengakibatkan pemenuhan prestasi tidak dapat
berjalan dengan baik mewajibkan kepada pihak
perusahaan pengiriman barang untuk
bertanggungjawab, akan tetapi sering terlihat
dalam kehidupan sehari-hari adanya pihak
perusahaan pengiriman barang yang tidak
bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan,
hal tersebut membuat konsumen merasa dirugikan.

Umumnya pelaku usaha membuat atau
menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak
tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh
kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen
tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-
syarat itu guna mempertahankan kepentingannya.
Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian,
sepenuhnya atas kehendak pihak pelaku usaha
barang atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan
mau atau tidak mau sama sekali.

Oleh karena itu, Vera Bolger menamakan
nya sebagai take it or leave it contract. Artinya,
kalau calon konsumen setuju, perjanjian boleh

dibuat, kalau tidak setuju, silahkan pergi. Biasanya



syarat-syarat perjanjian itu telah tertuang dalam
formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu
yang dicetak sedemikian rupa sehingga kadang-
kadang tidak terbaca dan sulit dimengerti.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka
konsumen pengirim barang dilindungi oleh
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat
UUPK), demikian juga halnya dengan pengusaha
yang melakukan Kkegiatan usaha pengiriman
barang. Dengan berlakunya UUPK konsumen
diberi hak untuk menuntut hak-haknya bila
dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi walaupun
UUPK telah lahir pelanggaran terhadap hak-hak
konsumen masih saja terus terjadi.

Ada beberapa kasus tentang kehilangan
barang di PT. JNT Cabang Cibaliung Pandeglang
yang tidak terselsaikan. Salah satu kasusnya adalah
seperti yang dialami oleh bapak Edi Rifai. Beliau
sebagai  penerima  Kkiriman beralamatkan di
Kampung Sumur desa Sumber jaya Pandeglang
dengan  barang  kiriman alat  elektronik
(handphone), dengan nama pengirim Nailil
fitrhiyah yang berdomisili di Yogyakarta. Setelah
dicek nomor resi, status barang sudah diterima oleh

penerima. Akan tetapi, bapak Edi Rifai tidak sama



sekali menerima barang tersebut, dan pada
keesokan harinya bapak Edi mendatangi langsung
kantor JNT cabang Cibaliung, tetapi tanggapan
Costumer Serves PT. JNT Cabang Cibaliung
Pandeglang tidak langsung menindaklanjuti kasus
tersebut dan menganjurkan menunggu sampai 2
minggu lamanya. Padahal di dalam resi nya tertulis
estimasi waktu barang datang antara lain 2 sampai
9 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa
harus menunggu begitu lama? Dan pada akhirnya
tidak ada permohonan maaf ataupun ganti rugi dari
PT. JNT Cabang Cibaliung.

Kasus yang ini berbeda dengan kasus yang
pertama, dimana kasus yang pertama barang nya
adalah elektronik tetapi dikasus yang kedua ialah
pakaian. Konsumennya adalah penjual online
(olshop) dan harga barangnya lebih dari
Rp.1.000.000, barang tersebut dititpkan oleh kurir
kepada konsumen yang berbeda, setelah konsumen
penjual olshop tersebut menayakan barangnya
kepada Kkurir karena diresi tertulis sudah diterima,
pihak kurir pun mangatakan kalau barangnya
sudah dititipkan kepada konsumen yang lain dan
kurir menyampaikan kalau itu bukan tanggung
jawabnya lagi, sedangkan barang itu belum ada

ditangan komsumen penjual alshop tersebut.



Konsumen tersebut akhirnya mendatangi kantor
JNT Cabang Cibaliung Pandeglang untuk
melakukan komplain dan disambut costumer
service JNT. Pihak JNT manganjurkan kepada
konsumen untuk membuat surat komplain kepada
JNT secara tertulis dan akan diajukan kepada
atasannya, setelah menunggu kurang lebih 5 jam
dikantor JNT akhirnya atasannya mengluarkan
surat jawaban bahwasanya barang tersebut hilang
atau tidak diterima oleh konsumen tersebut.

Dari pihak JNT pun tidak ada niatan baik
atau ungkapan permohonan maaf sama sekali
kepada konsumen tersebut, serta menganggap
masalah hilangnya barang berupa pakaian tersebut
seperti tidak ada masalah apa-apa dan hanya
bersedia membayar ganti rugi senilai Rp 500.000;
yang disampaikan melalui surat yang ditanda
tangani oleh meneger JNT Cibaliung Pandeglang.

Barang-barang konsumen selalu di titipkan
oleh kurir tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada
para penerima barang tersebut, dan jika ada barang
yang konsumen yang hilang PT JNT Cabang
Cibaliung hanya mengatakan para konsumen tidak
memakai asuransi perjalanan, seharusnya para
konsumen bisa menuntut hak-haknya seperti

disebutkan di dalam Undang-Undang no 8 tahun
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1999 tentang perlindungan konsumen , tetapi
karena ketidaktahuan mereka tentang Undang-
Undang tersebut maka mereka hanya bisa
mengikhlaskan barang tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini
penulis ingin melakukan penelitian dengan judul
“Perlindungan ~ Konsumen  Pengguna  Jasa
Pengiriman Barang Terhadap Hilangnya Barang
Kiriman (Studi di PT. JNT Cibaliung)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi
pengguna jasa pengiriman barang atas
hilangnya barang kiriman?

2. Bagaimana tanggung jawab JNT akibat
kelalaian yang menyebabkan hilangnya
barang kiriman?

3. Apakah ganti rugi tersebut sudah sesuai

dengan hukum Islam?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk  menganalisis  perlindungan
konsumen  bagi  pengguna  jasa
pengiriman barang atas hilangnya barang
kiriman JNT Cabang Cibaliung

2. Untuk menganalisis tanggung jawab
JNT Cabang Cibaliung atas hilangnya
barang kiriman.

3. Untuk menganalisis tanggung jawab
pihak JNT sesuai apa tidak dengan

hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan
diadakan penelitian ini, maka manfaat dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat untuk
menambah literatur tentang
perkembangan hukum perdata dalam
kaitannya  perlindungan  konsumen

terkait jasa pengiriman barang.



12

2. Manfaat Praktis
Secara  praktis, penelitian ini
diharapkan berguna untuk memecahkan
masalah perlindungan konsumen terkait

dengan jasa pengiriman barang.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan
oleh  penyusun dari  beberapa penelitian
sebelumnya, ada beberapa kajian atau tinjauan
yuridis yang membahas tentang “Perlindungan
Konsumen Penggunaan Jasa Pengiriman Barang
atas Hilangnya Barang Kiriman (studi PT JNT
Cabang Cibaliung)” yaitu sebagai berikut:

Satria Adjie Bayu Priangga, dengan judul:
“Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman
Barang Terhadap Konsumen yang Kehilangan
Barang di Tinjau dari UU No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus
BPSK Kota Surabaya)” menjelaskan bahwa
perusahaan yang bergerak di bidang jasa
pengiriman barang yang berperan sebagai pelaku
usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur
dalan ketentuan pasal 7 dan pasal 19 Undang-

Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan



13

konsumen. Adapun upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan
akibat kehilangan barang yaitu melalui jalur non
litigasi atau diluar pengadilan. Yaitu melalui badan
penyelesaian sengketa konsumen karena melalui
jalur ini konsumen dapat menyelesaikan sengketa
nya dengan waktu yang relative cepat, biaya
hemat, dan kerahasiaan konsumen terjamin.’

Karena itu penelitian ini berbeda dengan
tema yang penyusun teliti yaitu tentang upaya yang
diberikan oleh JNT Cabang Cibaliung sedangkan
penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan
konsumen yang diberikan BPSK.

Sarah Irfani Nasutian, dengan judul, “Sikap
Pelanggan Terhadap Jasa Pengiriman Barang
(studi deskriptif tentang sikap pelanggan terhadap
produk jasa pengiriman barang TIKI di CV titipan
kilat jl. Brigden Katamso no 27 C Medan)”
menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam jasa
pengiriman barang TIKI yang mempengaruhi sikap
pelanggan memilih suatu jasa pengiriman barang

dalam penelitian ini adalah jangakauan pelayanan,

” Satria Adjie Bayu Priangga, “Tanggung Gugat Perusahaan
Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen yang Kehilangan
Barang Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya),” skripsi, Fakultas
Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur 2012
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kehandalan  perusahaan, kualitas pelayanan,
kecepatan pengiriman dan harga yang dibayarkan.
Dalam penelitian ini membahas bagaimana sikap
pelanggan jasa pengiriman barang yang memilih
menggunakan jasa pengiriman barang TIKI
perbedaan nya sangat jelas karena dalam skripsi ini
yang penulis buat membahas bagaimanakah
tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha
jika barang rusak atau hilang.?

Penelitian ini berbeda dengan tema yang
penyusun teliti, perbedaan di sini terlihat dari
perlindungan yang diberikan oleh perusahaan jasa
pengiriman sendiri tanpa ada campur tangan dari
lembaga mana pun.

Novita Kharin Widistasari, dengan judul
“Perlindungan Hukum  Terhadap Konsumen
Pengguna Jasa Pengiriman Barang ditinjau dari
Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pada PT. Pos Indonesia
(persero) Cabang Solo”, menjelaskan bahwa
keberadaan PT. Pos Indonesia (persero)sebagai
perusahaan yang bergerak di bidang pos dan

® Sarah Irfanti Nasution, “Sikap Pengguna Terhadap Jasa

Pengiriman Barang (Studi Deskriptif Tentang Sikap Pelanggan
Terhadap Produk Jasa Pengiriman Barang TIKI di CV Titipan Kilat JI
Brigjen Katamso No.27 C Medan)” Skripsi, Fakultas IImu Sosial dan
IImu Politik Universitas Sumatera Utara, 2010
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telekomunikasi di Indonesia sudah cukup lama.
Berdasarkan hal itu, maka banyak masyarakat yang
menggunakan jasa-jasa dari PT. Pos Indonesia
(persero). Salah satu bentuk jasa yang sering
digunakan oleh masyarakat adalah jasa pengiriman
barang. Kita tentu sudah sering mendengar bahwa
dalam pengiriman barang, barang yang dikirim itu
terlambat sampai ditempat tujuan, hilang, dan
rusak. Masyarakat sebagai konsumen yang
menggunakan jasa dari PT. Pos Indonesia (persero)
tentu sangat dirugikan akan hal itu, kerugian bagi
konsumen tidak hanya kerugian materil tetapi juga
kerugian inmateril. Dengan banyaknya kerugian
yang diderita oleh konsumen pengguna jasa PT.
Pos Indonesia, maka undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
diharapkan menjadi titik balik dalam usaha untuk
memberikan  perlindungan  hukum = terhadap
konsumen.®

Dalam skripsi ini membahas mengenai
perlindungan konsumen dari jasa pengiriman

barang yang kasusnya masih terlalu luas dalam hal

% Novita Kharin widistasari, “Perlindungan Hukum Terhadap
Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumen pada PT. Pos
Indonesia (persero) Cabang Solo”. Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Jember,2014.
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kehilangan, rusak ataupun terlambat. Skripsi ini
jelas berbeda dengan tema yang ada, karena kasus
yang penulis teliti cakupan perlindungan
konsumen yang lebih kepada kasus kehilangan.

Deni Eka Putra, dengan  judul,
“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa
Pengiriman Surat dan Barang pada PT. Pos
Indonesia (persero) Cabang Padang” menjelaskan
bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan
oleh pihak pos adalah  kerahasiaan isi
surat/dokumen,  ketepatan  waktu  kiriman,
perlindungan jika terjadi keterlambatan, kerusakan,
ataupun kehilangan.perlindungan terdahap barang
berupa asuransi dan dari segi hukum dijaminnya
kesenpatan dan kebebasan untuk melakukan
tuntutan jika pengirim merasa kurang puas atau
terjadinya kerugian, melalui jalur musyawarah dan
melalui jalur pengadilan. Tanggung jawab PT. Pos
Indonesia jika pengiriman barang terlambat maka
diganti rugi sebesar 2x ongkos kirim®°

Karena itu penelitian ini berbeda dengan
tema yang yang penyusun teliti yaitu tentang

bagaimana tanggung jawab hukum PT. Pos

' Deni Eka Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap
Pengguna Jasa Pengiriman Surat Dan Barang Pada PT. Pos
Indonesia (Persero) Cabang Padang,” skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, 2011.
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Indonesia atas tindakan  wanprestasi  jasa
pengiriman barang terhadap konsumen, skripsi ini
jelas berbeda karena pembahasannya lebih kepada
tanggung jawab PT. Pos Indonesia dan
cangkupannya sangat luas.

Andi Riyanto, dengan judul” perlindungan
konsumen pengguna jasa pengiriman barang atas
hilangnya barang kiriman (Studi kasus antara
Violetta dan Tiki cabang Yogyakarta di Lembaga
Konsumen Yogyakarta)” menjelaskan upaya yang
diberikan oleh Tiki dan Lembaga Konsumen
Yogyakarta atas hilangnya barang kiriman.
Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga
konsumen  Yogyakarta  yaitu denga cara
penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa oleh
LKY sesuai dengan Undang-Undang perlindungan
konsumen™ perbedaan ini dengan penelitian saya
adalah studi kasus penelitiannya, penelitian diatas
penyelesaiannya melibatkan LKY, sedangkan
penelitian ini hanya konsumen dan PT.JNT tidak

melibatkan Lembaga Konsumen.

Y“Andi Riyanta, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa
Pengiriman Barang atas Hilangnya Barang Kiriman,” skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015.
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F. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kata “Perlindungan” memiliki arti tempat
berlindung (perbuatan dan sebagainya) yang
bertujuan untuk  melindungi (menjadikan atau
menyebabkan berlindung),*® sedangkan kata
“konsumen” memiliki arti pemakaian barang-
barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian,
dan sebagainya), penerima pesanan iklan
pemakaian jasa.'®

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa
dari kata consumer (Inggris Amerika), atau
consument/konsument (Belanda). Pengertian dari
consumer atau konsumen itu tergantung dalam
posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata
consumer adalah (lawan dari produsen) setiap
orang yang menggunakan barang. Begitu pula
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi
arti  kata consumer sebagai pemakai atau
konsumen.**

Pengertian konsumen dalam arti umum

adalah pemakai, pengguna dan atau manfaat

12 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kamus besar

Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 1996), him 595.

"3 Ibid, him. 522.
¥ Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-

Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1995), him. 124.
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barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Para
ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti
konsumen adalah pemakai terakhir dari benda
dan/atau jasa yang diserahkan pada mereka oleh
pelaku usaha.’

Pengertian  konsumen terdapat dalam
Ketentuan Umum UUPK Pasal 1 angka 2,
konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

Berdasarkan dari pengertian konsumen
yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen
dapat dibedakan kepada tiga batasan yaitu:

1. Konsumen  komersial  (commercial
consumer), adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa lain
dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2. Konsumen antara (intermediate
consumer), adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa yang
digunakan untuk  diperdagangkan

% Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group,2013), him. 16
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kembali juga dengan tujuan mencari
keuntungan.

3. Konsumen akhir (ultimate
consumer/end user), adalah setiap orang
yang mendapatkan dan menggunakan
barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi
kebutuhan kehidupan pribadi keluarga,
orang lain, dan makhluk hidup lainnya
dan tidak untuk diperdagangkan kembali
dan/atau untuk mencari keuntungan

kembali.'®

Dalam penelitian ini, yang dimaksud
konsumen adalah para pengguna jasa pengiriman
barang, baik pengguna jasa retail (individu)
ataupun korporat (pembisnis) yang mengadukan
adanya kehilangan barang dan/atau dokumen
kiriman mereka. Tidak sedikit konsumen yang
telah ~ dirugikan oleh pelaku usaha, padahal
konsumen telah dilindungi hak-haknya dalam
UUPK. Lahirnya UUPK memberikan penjelasan
mengenai apa saja yang menjadi hak-hak

konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, yaitu:

6 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu
Pengantar, dikutip dari Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him 17.
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. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan ~ dalam  mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa
serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

. Hak atas informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.

. Hak untuk didengar pendapat dan
keluhan atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara
patut.

Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan dan dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak
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sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.
Dari sembilan butir hak konsumen yang
diberikan di atas, terlihat bahwa masalah
kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen merupakan hal
yang paling pokok dan utama dalam
perlindungan konsumen. Barang
dan/atau jasa yang penggunaannya tidak
memberikan kenyamanan, terlebih lagi
yang tidak aman atau membahayakan
keselamatan konsumen jelas tidak layak

untuk diedarkan dalam masyarakat.*’

Perlindungan konsumen adalah istilah yang
dipakai untuk menggambarkan  perlindungan
hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-
hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.'®

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam

Y Gunawan Widjaja Ahmad Yani, Hukum Tentang

Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000),
him 29-30

8 Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,) him. 17.
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Ketentuan Umum UUPK Pasal 1 angka 1
menyatakan: Perlindungan Konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan
perlindungan dalam arti hukum yang diberikan
kepada konsumen (mereka yang melakukan
kontrak selain untuk tujuan bisnis untuk
mendapatkan barang dan jasa dari mereka yang
menyediakannya untuk tujuan bisnis).
Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu
kebijakan hukum pada saat ini untuk melindungi
konsumen terhadap ketentuan-ketentuan di dalam
kontrak yang tidak adil.

Perlindungan ~ konsumen  mempunyai
cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap
konsumen barang dan jasa, yang berawal dari
tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa
hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan
jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam
dua aspeknya itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan

diserahkan kepada konsumen barang
atau jasa yang tidak sesuai dengan apa

yang telah disepakati atau melanggar
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ketentuan undang-undang. Dalam kaitan
ini  termasuk  persoalan  mengenai
bagaimana konsumen  mendapatkan
penggantian jika timbul kerugian karena
barang atau jasa tidak sesuai seperti apa
yang telah disepakati.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya
kepada konsumen syarat-sayarat yang
tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk
persoalan standar kontrak, layanan dan
sebagainya. Hal ini mempersoalkan
syarat-syarat perjanjian yang
diberlakukan oleh pelaku usaha kepada
konsumen pada waktu konsumen hendak
mendapatkan barang  atau  jasa
kebutuhannya.*®

Karena posisi konsumen yang lemah maka

ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat,
sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan
perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.?
Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang
abstrak, namun dalam manifestasinya dapat
berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat

dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari

9 Ibid., 10.
20 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia: Edisi

Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2006), him. 11
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penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang
sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.
Maka, hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur
dan melindungi konsumen dalam hubungan dan
masalah penyediaan dan pengguna produk
konsumen antara penyedia dan penggunanya,
dalam kehidupan masyarakat.”* Tegasnya, hukum
perlindungan konsumen merupakan keseluruhan
peraturan perundang-undangan, baik undang-
undang maupun peraturan perundang-undangan
lainnya serta putusan-putusan hakim yang
substansi nya mengatur mengenai kepentingan

konsumen.?

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong dalam jenis
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
mengkaji permasalahan hukum dikaitkan dengan

perundangundangan yang berlaku.

2L Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu
Pengantar, (Jakarta: Diadit Media), him. 22-23

22 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan
Tanggung Jawab Mutlak,(Jakarta, Universitas Indonesia, 2004), him.
34.
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2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan. Pendekatan Perundang-Undangan ini
dilakukan dengan menelaah semua peraturan
Perundang-Undangan yang bersangkutan paut
dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang
dihadapi, mengkaji Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dan berbagai buku yang terkait
pengiriman barang, selain itu dilakukan 8
wawancara untuk mengetahui  perlindungan
terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa
pengiriman barang atas hilangnya barang kiriman.
3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang
akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi
objek kajian, yaitu perlindungan konsumen JNT
terhadap hilangnya barang kiriman.
4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
bersumber dari data primer dan data sekunder.
Sumber data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya yang berupa
wawancara dengan perusahaan pengiriman barang

dan pengguna jasa pengiriman barang. Sumber
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data sekunder adalah data penelitian yang
diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan
hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan
hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya
mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan
permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan
Perundang-Undangan  yang terkait dengan
permasalahan yang dikaji adalah Undang-Undang
No.8 tentang Perlindungan Konsumen, kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum
sekunder vyaitu bahan hukum vyang sifatnya
menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa
buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari
konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat
dengan  permasalahan  yang  dikaji, serta
pengumpulan data. Bahan hukum tersier yaitu
bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dengan
memberikan 20 pemahaman dan pengertian atas
bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang
digunakan oleh Penulis adalah Kamus dan
Ensiklopedia.
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5. Teknik Pengumpulan
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan cara:
a. Studi Pustaka dan Dokumen
pustaka dan dokumen yaitu
pengumpulan bahan-bahan hukum berupa
peraturan perundang-undangan dan literatur
yang terikat dngan permasalahan hukum
yang diteliti.
b. Wawancara
Wawancara yang akan dilakukan yaitu
tanya jawab langsung dengan narasumber
yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Dalam
penulisan  ini,  penulis  melakukan
wawancara dengan perusahaan pengiriman
barang (PT JNTcabang cibaliung) dan
pengguna jasa pengiriman barang.
6. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif, artinya data yang diperoleh dari hasil
penelitian kemudian dikaitkan dengan Perundang-
Undangan yang berlaku, dengan cara menguraikan,
membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian

dengan perspektif atau sudut pandang perundang-
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undangan yang disajikan dalam bentuk narasi,

untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara detail isi

skripsi ini, disusun kerangka penulisan dalam

bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta

memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam

bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan

bab yang lain, yakni sebagai berikut:

1.

BAB | Dberupa pendahuluan yang
merupakan latar belakang  masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab ini merupakan awal pemaparan alasan
penulis memilih judul ini sebagai judul
skripsi penulis.

BAB Il berisi tentang tinjauan tentang
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa
Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang
Kiriman (Studi di PT. JNT cabang
cibaliung) secara  keseluruhan, baik
pengertian, manfaatnya bila digunakan,
prinsip-prinsip maupun arti pentingnya dan
tinjauan perjanjian pengangkutan secara

umum.
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3. BAB Il merupakan profil perusahaan PT.

Global Jet Expres, pedoman dan syarat
standar pengiriman yang sesuai dengan
SOP  perusahaan dan  pemasalahan-
permasalahan yang dihadapi JNT.

BAB IV menjelaskan tentang hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis serta
pembahasan sesuai dengan masalah yang
diangkat oleh penulis.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dari pembahasan bab-bab
sebelumnya, serta saran yang dapat
dijadikan  sebagai masukan  demi
terciptanya penyelesaian  permasalahan

perlindungan konsumen.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang telah
dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta
membahas dari data yang diperoleh, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen yang diberikan
oleh JNT kepada konsumennya yang
mengalami kerugian atas hilangnya barang
kiriman yang diakibatkan karena kesalahan
dari pihak JNT maupun dari kejadian yang
tidak  diharapkan, konsumen  belum
mendapatkan hak-haknya yang sesusai
dalam pasal UUPK. JNT hanya
melindumgi konsumennya sesuai dengan
syarat dan prosedur yang telah dibuat
sedemikian oleh perusahaan, perlindungan
yang  diberikan ~oleh JNT hanya
berlandaskan pada klausula baku yang
hanya menguntungkan pihak pelaku usaha
saja.

2. Tanggung jawab vyang diberikan JNT
sebenarnya sudah sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh JNT

113
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dan telah memiliki i’tikad baik untuk
memberikan pertanggung jawaban ganti
kerugian kepada konsumen. Kendati
demikian, penggantian kerugian yang
diberikan JNT kepada konsumennya tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
dan (2) UUPK tentang penggantian
kerugian yang sejenis dan setara nilainya

3. Tanggung jawab yang diberikan JNT
kurang sesuai menurut hukum Islam.
Hukum Islam memandang perihal tanggung
jawab atas kerusakan dan hilangnya barang
dibebankan kepada pihak pengelola jasa
pekerjaan atau pelaku wusaha untuk
bertanggung jawab sepenuhnya atas segala
kerusakan dan hilangnya barang tersebut,
tetapi pada kenyataanya barang yang hilang
hanya diganti dengan 10x ongkos kirim.

B. Saran

1. Pemerintah

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan
pembuat Undang-Undang, pemerintah
sebaiknya lebih teliti dalam mengkontrol
kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan

khususanya bagi pelaku wusaha maupun
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konsumen. Apabila terjadi kesalahan ataupun
kecuranagan, pemerintah mampu mengatasinya
dan menyelesaikannya dengan bijak dan adil.
Hal ini bertujuan agar kunsumen maupun

pelaku usaha tidak ada yang merasa dirugikan.

. Pelaku Usaha

Selaku penyelenggara jasa, seharusnya
pihak JNT memberikan pelayanan yang baik
dan menjaga kepercayaan pengguna jasa agar
tetap menggunakan jasa pengiriman barang
dengan JNT. Sebaiknya JNT lebih teliti dan
hati-hati agar tidak melalukan kesalahan
(kelalaian) yang dapat merugikam
kosumen/pengguna jasa/ pengirim barang.
Selaku penyelenggara jasa seharusnya tetap
mengedepankan pelayanan kepada pengguna
jasa agar terciptanya suatu keharmonisan dan
efektifitas penyelenggaraan jasa.

Konsumen

Konsumen sebagai pengguna jasa harus
memahami bagaimana syarat dan ketentuan
yang berlaku dari penyelenggara jasa yang
dalam hal ini adalah JNT. agar konsumen dapat
menerima konsekuensi apabila terjadinya suatu
kesalahan (kelalaian) didalam pengiriman

barang.  Sebaiknya  konsumen  apabila
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mengirimkan barang harus lebih hati-hati,
apabila barang itu penting lebih baik
disuransikan agar dalam pengaduan dan
penanganan  kasus yang terjadi  dapat
diselsaikan lebih cepat sebagaimana ketentuan

dalam asuransi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
TERJEMANAHAN TEKS ARAB

HIm

Nomer
Footnote

Ayat
Al-Qur’an

TERJIEMAHAN

89

50

An-Nisa
(4):29

Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu
saling memakan harta
sesamamu dengan cara
yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya allah
maha penyayang terhadap
dirimu

89

52

Al-
Jaatsiyah
(25):22

Dan Allah menciptakan
langit dan bumi dengan
tujuan yang benar dan agar
dibalasi tiap-tiap  diri
terhadap apa yang yang
dikerjakannya. Dan mereka
tidak akan dirugikan.




122

Lampiran 2

CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Erni Susilawati

Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 07 Mei 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Agama . Islam

Alamat Asal : Sumberjaya, Sumur, Pandeglang,
Banten.

Alamat di Yogyakarta : Semanggu, Rejowinangun,
Kotagede , Yogyakarta

Email - ernisusilO7@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2005-2010  : SDN Sumberjaya 1

2010-2013  : MTS Turus Pandeglang

2013-2016  : MA Turus Pandeglang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-
benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Hormat Saya,

Py

Erni Susilawati



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Tinjauan Pustaka
	F. Kerangka Teori
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	Daftar Pustaka
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE

